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SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
NOMOR :  W21-A5/SK.29.A/HK.05/X/2015

TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA 
PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

	Menimbang
	:
	a .
	Bahwa dalam rangka mendukung program Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal transparansi biaya perkara serta penyeragaman biaya perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Unaaha dan Pengadilan Agama  Unaaha, maka biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Agama Unaaha perlu ditinjau kembali;.

	
	
	b.
	Bahwa untuk  memenuhi point (a)  di atas maka biaya/ongkos pemanggilan/pemberitahuan bagi  Jurusita/Jurusita Pengganti  pada Pengadilan Agama Unaaha  perlu ditetapkan kembali  dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha;

	
	
	c.
	Bahwa besarnya panjar biaya perkara yang berlaku pada  Pengadilan Agama Unaaha ditetapkan menurut jenis  perkara  dan berdasarkan radius  sebagaimana tersebut dalam lampiran  keputusan ini;

	
	
	d.
	Bahwa besaran  biaya perkara yang ditetapkan  dalam keputusan ini dipandang dapat mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan  serta dapat menunjang kelancaran  proses penyelesaian  perkara pada Pengadilan Agama Unaaha

	Mengingat
	:
	
	

	
	
	1.
	Relegment Buitengewesten (RBg).

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, perubahan atas Undang-Undang Nomor : 04 tahun 2004  tentang Kekuasaan Kehakiman.

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985  tentang  Mahkamah Agung Republik Indonesia.

	
	
	4.
	Undang-Undang  Nomor : 07 Tahun 1989  tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2006 dan terakhir Undang- Undang Nomor : 50 Tahun 2009.

	
	
	5.
	Undang-Undang nomor : 13 Tahun 1985 tentang Materai

	
	
	6.
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tentang jenis tarif atas jenis penerimaan  Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah  Agung  Republik Indonesia dan Badan Peradilan  yang berada dibawahnya.

	
	
	7.
	Peraturan Mahkamah Agung  Republik Indonesia  Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Mediasi.

	
	
	8.
	Peraturan Mahkamah Agung  Republik Indonesia  Nomor : 02 Tahun 2009 tentang   Biaya Proses  Penyelesaian Perkara  dan Pengelolanya pada Mahkamah  Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan  yang berada dibawahnya.

	
	
	9.
	Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/005/SK/1996  tentang Tugas  dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

	
	
	10.
	Surat Edaran Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2000 tentang biaya Administrasi




	
	
	11.
	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04  Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

	Memperhatikan
	:
	Keputusan Bersama Ketua/Panitera antara Pengadilan Negeri Unaaha dan     Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 15 Juni 2015

	Menetapkan
	
	

	Pertama
	:
	Mencabut  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor : W2I-A5/SK.12A/HK.006/I/2013;

	Kedua
	:
	Menetapkan besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana terlampir  dalam Surat Keputusan ini;

	Ketiga
	:
	Menetapkan radius yang berlaku pada yuridiksi  Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

	Keempat
	:
	Surat Keputusan ini berlaku  04 Januari 2016  dengan ketentuan apabila terdapat  kekeliruan dalam keputusan  ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya








Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal .: 01 Oktober 2015




Drs.Akramudin, M.H
NIP: 19681002 199403 1 005









Tembusan:
1. Yth. Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama  Mahkamah Agung RI. di Jakarta ;
2. Yth. Direktur Jenderal Peradilan Agama  Mahkamah Agung R.I di Jakarta ;
3. Yth.Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari;
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